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PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan
keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cin penting negam
demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik;

tmhwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya
dan segala sesuatu berakibat pada kepentingan publik;
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dan akuntabel sesuai dengan standar vang dibuat secara nasional perlu
didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual,

bahwa teknologl informasi berkembang dengan pesat, dan tuntutan kebutuhan
akan informas: dan dokumentas: oleh masyarakat luns serta tuntutan pelayanan
public secara cepat dan akurat maka periv diakukan pembenahan dalam

bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan
pengelolaan dan pelayanan informasi kedinasan yang cepat, mudah, dan
akuntabel, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu beserta Tim Pendukung di lingkungan Dinas XKoperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, b, ¢, d,
dan e perlu menctapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu beserta Tim Pendukung,
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengsh
{Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 48066);

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik Lembaran
Negara Republk Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S038),

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negars Republik Indonesia Nomor 5071),
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587 Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
daerah [lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2015 nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5148, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
Dan Pemerintahan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
157).

Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2010 tentang Standar
Informasi Publik (Berita Negnrn Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
649);

Peraturan Komisi Informast Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasin
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016
lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2016 Nomor 1 Sen A);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulavan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 4 Sen EJ;

Peraturan Gubernur Kepulsauan Bangka Belitung Nomor 49 tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan  Dokumentssi Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung;

Peraturan Gubernur Kepulsuan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisaxi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kena Badan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provins: Kepulauasn
Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D).

Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
188.44 /287 / Diskominfo /2022 tentang Penunjukan Pengelola Layanan [nformasi
Dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinm
Kepulauan Bangka Belitung;

b, Menerima dan memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh




pemohon informasi public secara tertulis;
c. Membahas dan memberikan bmgan alas jenis informasi ppublik
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Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari -
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumbkan secars berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secars serta merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan;
b, Menﬂmwdmasikanpunbuimpdqymnmfwuukqndapubhkm
menjadi cakupan kerjanya;
c. Memberikan tanggapan atas permintasn informasi publik yang diajukan
oleh pemohon informasi publik;
d. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesual dengan
ketentuan perundang-undanngan;
Menyediakan infromasi dan dokumentasi yang ada dilngkungan Dinas
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Melakukaninvenmmdhformmmdikuu-ﬁkm untuk disampaikan

kepada PPID Utama;

UMelakannhn pengufian Konsekuensi untuk disampaikan kepada PPID
tama;

Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, dan pengamanan

Melakukan verifilkkas: bahan informasi public;

Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
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Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk
memenuhi hak setiap orang atas informasi public;

Membuat dan menyampaikan laporan triwulan tentang penyelenggaraan
layanan informasi publik serta laporan tahunan kepada PPID Utama

0. Meaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
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kedinasan yang dihasilkan oleh

. Sekretaris :

. Merencanakan pertemuan rutin anggota Pengelola Informasi  dan
Dokumentasi Kedinassn Dinas Koperasi, Usaha Kecll dan Menengah

b, Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi public meliputi sarana dan
prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;

¢, Membantu chabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan membenikan
pelayanan informasi dan dokumentasi untuk dirkses oleh masyarakat

serta menyusun SOP layanan informasi publik.

. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi -

a. Memenuhi serta melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna
informasi publik sesual dengan waktu vang telah ditetapkan,

b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;

c. Menyimpan data dan informasi catatan dan atau keterangan yang dibuat

dan atau diterima;

Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik,

Membuat dan mengumpulkan konten, informasi serta data terkait tugas

dan fungsi unit masing-masing

Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

Pengelolaan dokumen arsip informasi publik;

Meiaksanakan proses penvimpanan dan pendokumentasian arsip

pelayanan informasi publik;

Menyajikan dan mengumumkan informasi dan dokumentasi kegiatan yang

dilaksanakan pada masing-masing unir;
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Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daltar informast
publik;

Mengumpulkan data dan informasi dan kegiatan yang telah, sedang. dan
akan dilaksakan;

Melakukan pemutakhiran daftar informasi stas seluruh informasi publik
yang dikelola;

Melakukan inventarisasi infromasi yang dikecualikan untuk disampaikan
kepada PPID Utams;
Mengklasifikasi informasi berdasarkan Ketentuan yang ads;

Membantu PPID utama menyusun informas: yang dikecualikan;
Membuatdmmengumpnlhnknnm,infonnmmmmhnmyu
dan fungs unit masing-masing;

6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :

PPID

Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pelaksana yang
akan menolsk permobonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan

m:banmdammmm/mhmmmmm
informass publik;

Mempersiapkan proses penyelesalan sengketa informasi berdasarkan
ketentuan yangada

Pelaksana  scbagnimana  dimaksud dalam  diktum KESATU dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris yang didukung Bidang-Bidang
dan anggota seseual dengan kebutuhan serta mempunya struktur organisas:
sebagaimana tercamtum dalam lampiran keputusan int,

Segala hiaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan
pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata
terdapat kekeliruan dalam ketetspan (ni akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya,

Ditetapkan di Pangkalpinang
'umgxal 19 Pebrawi 2024

~ " Pembina Tk. |
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Tembusan dsampalkan kepada YU :

Sedretaris Dasrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagal Bporan);
2. PPID Utame Provinsi Kepulauan Bangks Belitung;

3. Masing-masing yang bersangkutan;
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LAMPIRAN 1

WEAITUSAN KEPALA DINAS KOPERASE LISAMA KECIL DAN MENENGAH

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMAST DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

AmpqummmeMmeﬁ
Informasi

No. JABATAN DALAM PPID JABATAN DINAS
1. | Penanggung Jawab Kepala
= Dinas Koperasi UKM Provinsl Kep Babel

2, | Pejabat Pengelola Informasi dan &%Mm

Dokumentasi (PPID) Pelaksana { UKM Provinsi Kep Babel
3. | Sckretaris gggunnmmuanwmpuunmwm
4. &hqﬁ@gEL_uﬁmmmwwmu

Koordinator Kepala Bidang Pengembangan UMKM

I, Hariyani, SE MM

2. Junaidi, S.Kom
3. Suranto, $.Sos
4, Yunita Triana

Bidang Pengolah Data dan Informasi
Koordinator

Mmh&“u&ﬂmﬂnmuwuhm

Anggota Pengolah Data dan [nformasi

Hendri fahmi, ST, MM
Umi Kalsum, ST, MM
Adi Setiawan, S Mn

Fred Ferdiansyah, S.8i
Zainuddin, ST
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Bidang Penyelesalan Sengketa Informasi

Koordinator

81

§

Anggota Penyelesaian Sengketa
Informasi

Yurisman, S.[P, MM
Zuliafli, SH
Viesca Dyanti, SH
Yulita, SE, M.S:
Afrizon, S.1P
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERAST USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINST KEPULAUAN BANGKA DAN BELITUNG

NOMOR 188,406 MKUKM/2024
TANGGAL 4 2024
STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1 ATASAN PPID

INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA

Bidang Pelayanan dan Bidang Pengolah Data Bidang Penyelesaian
dan Informasi
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ANGGOTA ‘ ANGGOTA l ‘ ANGGOTA l
I

Ditetapkan di Pangkalpinang
padamngga] 9 b 2024
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